Radar Sulteng, 02 Juni 2011

[image: image1.jpg]LKPD Pemprov
Berpredikat WDP

WAJAH para pejabat Pemprov Sulteng
terlihat semringah. Mereka saling melempar
senyum sesaat setelah Kepala BPR RI
Perwakilan Provinsi Sulteng, Dadang Gunawan
menyebutkan bahwa hasil laporan pemeriksaan
keuangan (LKP) Provinsi Sulteng tahun
anggaran 2010, adalah qualified opinion alias
wajar dengan pengecualian. Jika menengok dua
tahun ke belakang, Sulteng langsung naik tiga
kelas dari, disclaimer melompat menjadi wajar
dengan pengecualian.

Dadang Gunawan pada sidang paripurna yang
berlangsung di DPRD Sulteng (1/6) kemarin,
merespons langkah-langkah yang ditempuh
Pemprov Sulteng dalam memperbaiki laporan
kinerja keuangannya.

Menurut Dadang cakupan pemeriksaan atas
laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)

* senilai Rp3,69 triliun, meliputi neraca sebesar
Rp1,89 triliun termasuk kewajiban sebesar
Rp31,75 miliar kemudian LRA Rp1,80 triliun
(termasuk pendapatan Rp1,18 triliun dan belanja

+ Rp623,50 miliar). Kemudian jumlah temuan
senilai Rp51,09 miliar atau 1,38 persen. Lanjut
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Dadang, opini wajar dengan
pengecualian yang diberikan
pada laporan keuangan
Pemprov disebabkan adanya
pengecualian antara lain, nilai
aset tetap pada neraca per 31
Desember 2010 tidak
berdasarkan laporan barang
milik daerah (LBMD) TA
2010 yang memuat seluruh
daftar aset dan dilengkapi
dengan dokumen
kepemilikannya. Kemudian,

realisasi pendapatan retribusi
daerah belum mencakup
pendapatan pelayanan
kesehatan  atas  klaim
Jamkesmas sebesar Rp6,1
miliar pada RSUD Undata
yang disetorkan ke kas daerah
dan digunakan langsung.
Menurutnya, BPK RI telah
melaksanakan pemeriksaan
atas LKPD Provinsi Sulteng,
untuk tahun 2007 - 2008
dengan opini WDP namun
pada 2009, Pemprov mendapat
disclaimer. Namun pada 2010
kembali mendapatkan WDP.

“’Dengan demikian sejak TA
2007 sampai dengan 2010
terjadi tren meningkat,” puji
Dadang.

Kemudian pemantauan
terhadap penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan
ganti rugi (TP dan TGR)

menunjukan bahwa jumlah-

kasus kerugian keuangan
daerah sejak 1989 sampai
dengan 2010 sebanyak 44
kasus sebesar Rp88,99 miliar
yang telah diselesaikan
sebanyak 2 kasus sebesar
Rp177,36 juta. Sedangkan

yang diangsur sebanyak 13
kasus sebesar 13 kasus sebesar -
Rp4,71 miliar sehingga saldo
kerugian daerah osebanyak 42
kasus sebesar Rp84,10 miliar.
Dikatakannya, penyelesaian
kasus kerugian daerah tersebut
tidak dilaksanakan sccara
sungguh-sungguh. Terbuki
kasus tersebut sudah berusia
22 tahun. Padahal berdasarkan
Peraturan Mendagri Nomor 5/
1997 bahwa penyelesaian
dengan cara angsuran
diselesaikan selambat-
lambatnya dua tahun.(yar)










